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KEPUTll SAN 

KEPALA OINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KADllPATEN HOKA .'i tflLIH 
NOMOR : 421/DISDIKBllD/2018/ 19 

TENTANG 

PERSETllJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK l lSIA DINI (PAUD) 
PE;\IBERIAJ\ IZIN OPERASIONAL 

KE:.PALA DINAS PENDIDLKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAu-D) di 
Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk lzin 
Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pend1d1 kan 
dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir; 

b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dirnaksud harus memenuhi ketentuan 
yang berlaku untuk itu; 

c. bahwa untuk maksud pada pain a dan b diatas pelu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir. 

I. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten PelaJawan. 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimw1.. 
Kabupalen Nahma, Kabupalen Kuani.an Sengingi dau Kola Ba.tarn (Ll!lubardl1 ~C!?,ru <i 

Tahun 1999 Nomor 181 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimaoa tel ah 
diubah dengan Undaog-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tah tm 200() 
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966), Undang-undang Nomor l l 
Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negru11 
4272) dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 200S 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880); 

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaru.." 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambaJ1an Lembaran 's e->!ru1'1 

Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diuhah rerni.hu 
dengan l Jndang-und,mg Nomnr 12 Tahun 200R (Li-mhimm N('r11.rn Reruhh k IN~, ,nr;, ~ 

Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia \'(im~-'' 4S-l4 l. 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrint ahan l),wml1 ll emh.lffil1 
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125 . Tarnbnhru, l t'm~mu, \ q:.l.\nl 
Republik Indonesia Nomor 443 7) : 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tcnt nnµ Pcr iml,:m ~1111 l-.. e1Htn~1u1 Ml tnr:\ 

Pcmerintah Pusat dun Pcmerintah Daerah (l.embaron t'\C!_-Hlrn T t\h1111 ~004 \',,nwr 120 
Tarnbahan Lcmbaran Neg.nm Nomor 443 8): 

5. Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Talnm 11>90 tcn tnn~ Pend1d1km1 Pra sel,.L,IRh ( Lembaran 
Nt:gilla Taliu11 1990 ~u111rn S:, T,u11lmha11 Lc111lm11m i\ 1.'gitiu ?\01110 1 34 l l ). 

6. Peraturan PemcrintaJ1 Nomor 73 tahun l 99 1 tentang Pendidikan Luar Sckolah ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 lentang pernn ser1a masyarakat dal am 
Pendidikan Nasional; 



Menetapkan 
PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

8. Peraturan Mentcri Pcndidikan Nasion;i l Republik Indonesia Nomor I 'J ·1 uJ1un 2fJ() ', 
tcntang Standar Nasional Pendidikan (Taml>ahan Lembnran Neg am RJ N,m1()f 4 '1'Hi J 

9. Peraturan Mentcri Pcndidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 1cn1an1:< Sta11Jar Pendid1 kan 
Anak Usia Dini : 

10. Peraturan Menteri Pcndidikan Nasional lfopuhli k l11doncsia Nomor Of,O/IJ/2/J/J 2 1er1t.a11 g 
Pedoman Pcndirian Sekolah , 

11 . Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tcnt ang Pc111l,1;11tukan Orga n1 sal! 1 da11 T,1 1:1 
Kerj:i Din:is Pendidikan K:ibup:iten Robn l lil ir. 

M E M U T lJ S K A N : 

Memberikan Persetujuan Perpanjangan lzin Opcrasional Pendidikan Anak l J\ 1a D1n 1 
(1-'AUO) / Perpanjangan lzrn Operasional Sekolah kepada : 

Nama Lembaga 

Jenis Pendidikan 

Alamat 

Ket urahan/Kepenghul uan 

Kecamatan 

Kabupaten 

"TK SA YANG BUNDA" 

TAMAN KANAK-KANAK (TK). 

JI. Poros SP. 5 

Sei Besar 

Pekaitan 

Rokan Hilir 

Pengelola sebagaimana tersebut pada poin pettama agar dapat melaksanakan kegiatan 
prasekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan MinjmaJ (SPM) Pemerintah Pusat dan 
Daerah Penyelenggaraan Prasekolahan; 

Persetuj uan Pendirian Lembaga Pendiilikan Anak Usia Dini / Pemberian Jzin 
Operastonal berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mular tanggaJ 
07 Februari 2018 s.d 07 Februari 2022. 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudi an 
hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

IKAN DAN KEBUDA YAA"-" 
ILlR, 

EF, S.Sos 

Temhusan disampaikan kepada Yth : 
l . Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi 
2. Camat Pekaitan di Pekaitan 
3. Kepala UPTD Bina Pengelola Sekolah Kecamatan Pekaitan di Pckaitan 
4 . Arsip. 



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN 1-IILIR 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Jalan Arcnn MTQ Tclp. (0767) 2" 198 Fu. (07<, 7) 21176 - Ht1£t11u i1J1>ill pi 
Em11il : din11S.f)t'ndidik1111.rohil(a' 1tm11il.com 

PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD 
NOMOR: 421/DISDIKBUD-PAUD/ 2016/ ..t9 .. ... .. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hil ir, Berdasarkan Permohonan dan 
Lembaga TK SAYANG BUNDA 02/TK-SB/SB/1/ 2017 Perlhal Permohonan Izin Oper~sional. 
Dengan ini memberikan persetujuan kepada Penyelenggara Lembaga PAUD : 
Alamat : JI. Porns SP. 5 
Kelurahan / Kepenghuluan Sei Besar 
Kecamatan Pekaitan 
Kabupaten Rokan Hilir 
Provinsi Riau 
Akta Notaris Nomor 92 

Tanggal 30 April 2012 

MENDIRIKAN 

TK SAYANG BUNDA 

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan lembaga 
tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut : 
1. Mentaati Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya 

Departemen Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan Lembaga PAUD. 
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan 

Lembaga PAUD. 
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku. 
4 . Wajib mengirimkan Laporan Bulanan / Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat. 
s. Persetujuan Pendirian Lembaga PAUD ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara 

yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak Lain. 
6. Apabila terjadi pengaliham maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi. 
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, akan diadakan 

peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya. 

oengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas 
berlaku terhitung mulai tanggal dari 07 Februari 2018 s.d 07 Februari 2022. 

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya . 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi 

Ditetapkan di Bagansiapiapi 
Pada Tan al 07 Februari 2Ql_S 

K ~--= IKAN DAN KEBUDAYAAN 
R, 

SARIEF, S.Sos 

1 006 

2. camat Pekaitan di Pekaitan _ 

3. Kepala UPTD Bina Pengelola Sekolah Kecamatan Pekaitan di PekaItan 

4 . Arsip. 


